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Capaian 
Pembelajaran

Peserta mampu mengevaluasi tata kelola 
perencanaan strategis  Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik di instansi masing-masing 
atau salah satu instansi pemerintahan 
Indonesia.



Tata Kelola Arsitektur SPBE

Tata Kelola Inovasi Proses 
Bisnis SPBE

Pokok Bahasan
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Tata Kelola Peta Rancangan SPBE

Tata Kelola Rencana Anggaran 
SPBE



Filosofi

Perintahnya sudah benar?

Kebijakan Tata Kelola Manajemen

Eksekusi/ Implementasinya sudah benar?



Laporan Evaluasi SPBE KemenPANRB

Indeks SPBE Nasional 2022 2.34

Indeks Domain Kebijakan 2.39

Indeks Domain Tata Kelola 1.85

Indeks Domain Manajemen 1.32

Indeks Domain Layanan 2.96



Tata Kelola SPBE 

Tata Kelola Perencanaan Strategis 

Tata kelola perencanaan strategis SPBE adalah 
pendekatan sistematis untuk merencanakan, dan 
mengelola TIK dalam pemerintahan untuk 
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 
akuntabilitas pelayanan publik.

Framework seperti COBIT (Control Objectives for Information 
and Related Technologies) dan TOGAF (The Open Group 
Architecture Framework) dapat membantu pemerintah 
dalam merencanakan dan mengelola TI (The Open Group, 
2020; ISACA, 2019).

Kerangka kerja yang jelas untuk membuat 
keputusan terkait TI (peran, tanggung jawab, dan 
proses) akan memastikan bahwa investasi dalam TI  
selaras dengan tujuan strategis pemerintah. (Weill 
and Ross, 2004). 

Definisi
Framework SPBE 



Generic Evidence

5-OPTIMUM

4-TERINTEGRASI & TERSTRUKTUR

3-TERSTANDARISASI

2-TERKELOLA

1-RINTISAN
KONSEP/DRAFT 
DOKUMENTASI 
TATA KELOLA

SEBAGIAN

SEMUA

KOLABORASI ANTAR INSTANSI, DIEVALUASI, 
DIKENDALIKAN, HASIL REVIU DAN REKOMENDASI

OPTIMALISASI TATA KELOLA BERKESINAMBUNGAN

} Merujuk pada kriteria 
muatan/cakupan, proses dan 
lingkup penerapan



Contoh Generic Evidence

Tingkat 4
Notulen Evaluasi

Tingkat 5
Tindak Lanjut 

Notulen Evaluasi



Arsitektur
SPBE

Aspek 
Tata Kelola



Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah 
Daerah

Definisi Penerapan
Arsitektur SPBE adalah kerangka 
dasar yang mendeskripsikan 
integrasi antara: 

1. proses bisnis , 
2. layanan,
3. data dan informasi , 
4. infrastruktur, 
5. aplikasi, dan 
6. keamanan.

Diterapkan di Instansi 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah

Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan 
Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi
Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan untuk 
menghasilkan Layanan SPBE terpadu

Tujuan/ Manfaat



● Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 7 s.d. 12)

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi 
SPBE

Referensi Aturan



Proses Penyusunan Arsitektur SPBE
1 2 3 4

5 6 7

TOGAF,
COBIT, etc

Review 5 
tahunan



Contoh Arsitektur SPBE



Peta Rencana
SPBE

Aspek 
Tata Kelola



Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah 
Daerah

Definisi Ruang Lingkup
Dokumen yang mendeskripsikan 
arah dan langkah penyiapan serta
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi

Muatan Peta Rencana SPBE 
terdiri atas: 
Tata kelola SPBE; 
Manajemen SPBE; 
Layanan SPBE; 
Infrastruktur SPBE; 
Aplikasi SPBE; 
Keamanan SPBE dan 
Audit TIK.

Untuk memberikan panduan arah 
dan langkah dalam penyiapan dan 
pelaksanaan SPBE di Instansi 
Pusat/pemerintah daerah

Tujuan/ Manfaat



● Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 13 s.d. 19)

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi 
SPBE

Referensi Aturan



Proses Penyusunan Peta Rencana SPBE



Contoh Peta Rencana SPBE



Rencana 
Anggaran

SPBE

Aspek 
Tata Kelola



Rencana Anggaran SPBE Instansi Pusat/ 
Pemerintah Daerah

Definisi Ruang Lingkup
Dokumen yang mendeskripsikan
program, kegiatan dan pemanfaatan 
anggaran SPBE

Rencana dan Anggaran SPBE 
disusun sesuai dengan proses 
perencanaan dan penganggaran 
tahunan instansi pemerintah 
berpedoman pada Arsitektur SPBE  
dan Peta Rencana SPBE.

Untuk mendukung efisiensi dan 
keterpaduan dalam penerapan/ 
penyelenggaraan SPBE 

Tujuan/ Manfaat



● Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 20 s.d. 22)

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● Kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang terkait

Referensi Aturan



Proses Penyusunan Rencana Anggaran SPBE



Inovasi Proses 
Bisnis SPBE

Aspek 
Tata Kelola



Inovasi Proses Bisnis SPBE Instansi Pusat/ 
Pemerintah Daerah

Definisi Ruang Lingkup
Dokumen yang mendeskripsikan 
hubungan kerja antar unit organisasi 
agar menghasilkan keluaran yang 
bernilai tambah bagi pemangku 
kepentingan.

Inovasi proses bisnis mencakup 
Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, 
serta Cross Functional Map 
sesuai dengan PermenPANRB 
19/2018.

Untuk memberikan pedoman 
dalam penggunaan data dan 
informasi serta penerapan Aplikasi 
SPBE, Keamanan SPBE dan 
Layanan SPBE.

Tujuan/ Manfaat



● Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 23 s.d. 25)

● PermenPANRB No. 19 Tahun 2018

● PermenPANRB No.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE

● KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Referensi Aturan



Proses Penyusunan Inovasi Proses Bisnis SPBE



Indikator 11-14
Level 1

Instansi belum/sudah memiliki konsep dokumen 
atau masih dalam proses penyusunan

● Draft yang memuat rancangan 
● Notulensi / catatan / laporan hasil 

penyusunan rancangan 
● Undangan rapat penyusunan rancangan 
● Dokumentasi aktivitas- aktivitas penyusunan CON

TOH



Indikator 11-14
Level 2

Instansi sudah memiliki dokumen yang 
mencakup sebagian Referensi, Domain atau 
muatan.

● Dokumen yang memuat sebagian Referensi 
Domain atau muatan yang telah 
didokumentasikan secara formal

● Khusus dokumen Model Peta Proses Bisnis 
masing-masing level dan pendukung yang 
sesuai dengan pedoman yang berlaku dan 
didokumentasikan secara formal.

CON
TOH



Indikator 11-14
Level 3

Instansi sudah memiliki dokumen yang 
mencakup seluruh Referensi, Domain dan Muatan 
SPBE.

● Dokumen yang mencakup seluruh 
Referensi, Domain dan Muatan serta telah 
didokumentasikan secara formal

● Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemerintah 
daerah mengacu pada peta rencana SPBE 
dan seluruhnya sudah dikonsultasikan 
dengan unit pengelola TIK serta 
didokumentasikan secara formal

● Dokumen Model Peta Proses Bisnis yang 
telah dilakukan perbaikan dan 
didokumentasikan secara formal

CON
TOH



Indikator 11-14
Level 4

Instansi sudah memiliki dokumen sesuai standar 
Nasional dan telah dilakukan reviu dan evaluasi 
secara periodik

● Dokumen yang memuat seluruh Referensi, 
Domain dan Muatan yang sesuai dengan 
standar Nasional

● Notulensi hasil reviu, bukti undangan rapat 
reviu dan evaluasi dan atau dokumentasi 
aktivitas reviu dan evaluasi.

CON
TOH



Indikator 11-14
Level 5

Dokumen telah dilakukan pemutakhiran sebagai 
tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

● Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil 
rekomendasi tindak lanjut 
penyempurnaan

● Dokumen instansi yang berlaku 
sebelumnya;

● Dokumen instansi baru yang telah 
disempurnakan dan telah ditetapkan

Ver. 2

CON
TOH
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